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Tindak Pidana Korupsi dalam Hal Menimbang pada huruf a 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasn 
Tindaka Pidana Korupsi disebut sebagai kejahatan yang 
pemberantasaannya harus dilakukan secara luar biasa dan 
berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan, Jaksa diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik 
dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya Jaksa 
juga bisa melaksanakan tugas umumnya dibidang Penuntutan. 
 
Karena luar biasanya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
dalam Pasal 32,33, dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterangkan 
bahwa Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat melakukan 
gugatan secara perdata untuk mengembalikan kerugian 
keuangan negara dan pada Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 
Tahun 2004. 
 
Berdasarkan aturan-aturan yang ada diatas, penulis melihat 
bahwa eksistensi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak 
pidana korupsi bukan hanya semata pada hal Penyidikan, 
Penuntutan dalam Tindak Pidana yang menyebabkan seseorang 
dapat diberikan pidana badan (penjara) saja, tetapi Jaksa 
juga dapat sebagai Pengacara Negara yang mewakili 
pemerintah untuk mengajukan gugatan secara perdata untuk 
mengembalikan kerugian keuangan negara sebanyak-banyaknya.  
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